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ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Mei 2020
terkait kasus terdakwa Kang Hoke Wijaya (Komisaris PT. Hosian Sejati). Dalam
putusannya, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan
tingkat sebelumnya yang hanya menjatuhkan tindak pidana atas “Penggelapan
dalam jabatan secara berlanjut” menjadi tindak pidana atas “Penggelapan dalam
jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang (TPPU)”. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban komisaris
pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif tindak
pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian
disimpulkan bahwa majelis hakim tingkat kasasi telah tepat dalam putusannya,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64
ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana
terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana
penggelapan dalam jabatan sebagai komisaris PT. Hosian Sejati. Wewenang dan
tanggung jawab terdakwa sebagai komisaris dan pemegang sebesar 60% saham
perusahaan tidak dapat dijadikan dasar legalitas bagi terdakwa dalam melakukan
tindak pencucian uang. Subjek pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang
tidak hanya dibebankan kepada terdakwa sebagai individu tetapi dapat juga
bersifat pertanggungjawaban secara kolektif dari korporasi sebagai komunitas.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penggelapan dalam jabatan, TPPU

ABSTRACT

This paper reviews decision Number 1595 K/Pid.Sus/2020 dated May 28, 2020,
regarding the case of the defendant Kang Hoke Wijaya (commissioner of Hosian
Sejati corporation). In their decision, the panel of judges at the cassation level
overturned the decision of the previous level court which only imposed the crime
of “continuous embezzlement in office” into a criminal offense of “continuous
embezzlement in office and money laundering (TPPU)”. The purpose of this
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research is to identify and analyze the responsibility of the commissioner for
embezzlement in office from the perspective of money laundering. The research
method used a normative juridical with legislation and case approach in the form
of court decisions that have legally binding. The research concluded that the
panel of judges at the cassation level was correct in their decision, as stipulated
and threatened with criminality in Article 374 of the Criminal Code in
conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 of
Law Number 8 of 2010, where the defendant had committed a crime of money
laundering for the proceeds of the crime of embezzlement in his position as a
commissioner of Hosian Sejati corporation. The authority and responsibility of
the defendant as a commissioner and holder of 60% of the company's shares do
not constitute legality for the defendant in committing money laundering. The
subject of responsibility for the crime of money laundering is not only borne by
the defendant as an individual but can also be a collective responsibility of the
corporation as a community.

Keywords: Accountability, Embezzlement in Office, Money Laundering

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini mengkaji putusan majelis hakim tingkat kasasi Nomor 1595
K/Pid.Sus/2020 terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kang Hoke
Wijaya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati. Putusan majelis hakim tingkat kasasi
memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan
dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang (TPPU).

Berdasarkan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut umum, terdakwa
sebagai komisaris PT. Hosian Sejati telah melakukan upaya penggelapan dalam
jabatannya. Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan
penggelapan dalam jabatan dengan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang
milik PT. Hosian Sejati ke rekening pribadi milik terdakwa yang berakibat
kerugian sebesar total Rp. 31.453.190.000,00 serta menggunakan sejumlah uang
untuk membeli asset property berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00 sebagai
upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak
pidana (dalam hal ini tindak pidana penggelapan).

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan perbuatan melawan hukum
melalui dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa tindak pidana
penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
374 KUHP dan Pasal 372 KUHP junctis Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua
yaitu  perbuatan terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
yakni penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan. Pada dakwaan kedua, terdakwa telah sah dan meyakinkan
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melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
dan Pasal 4 junctis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan dengan
menyatakan bahwa tindakan terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut
umum dalam dakwaannya tidak melanggar ketentuan pidana. Hal tersebut
berdasarkan pada kedudukan terdakwa selain sebagai komisaris PT. Hosian Sejati
juga merupakan pemegang sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan.
Dengan demikian, terdakwa merasa berhak melakukan tindakan pemindahan uang
milik perusahaan ke rekening pribadi sebagai pembagian keuntungan (deviden).

Putusan majelis hakim tingkat pertama melalui Putusan Nomor 475
/PID.B/ 2019/PN.JKT.PST memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana
dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa atas dakwaan kedua. Putusan
tersebut diperkuat dengan putusan majelis hakim tingkat banding melalui Putusan
Nomor 442/P1D/ 2019/PT.DKI. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan
melakukan perbaikan menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa.

Berdasarkan atas putusan pengadilan tingkat banding, Penuntut umum dan
Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi
memutuskan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencucian uang
(TPPU). Majelis hakim tingkat kasasi telah melakukan perbaikan atas putusan
pengadilan tingkat sebelumnya sebagai lembaga yang mengadili secara judex
facti. Hal tersebut dilakukan karena Mahkamah Agung sebagai lembaga yang
mengadili secara judex juris berwenang memperbaiki kekeliruan yang dilakukan
lembaga yang mengadili secara judex facti, apabila lembaga tersebut salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang
diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan
Mahkamah Agung memotivasi penulis untuk meneliti terkait pertanggungjawaban
terdakwa sebagai komisaris pelaku tindak penggelapan dalam jabatan ditinjau dari
tindak pidana pencucian uang (TPPU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pokok permasalahan
yang akan diangkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban komisaris pelaku tindak
pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang
(TPPU)?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif
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dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek
Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan
pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal penelitian).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban
hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan
secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia
dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.
Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena
perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.t

Terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, vyaitu
pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  (based on fault) dan
pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility). Apakah tindakan individu
telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak
adalah tidak revelan. Adalah cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek
yang dinyatakan oleh legislator sebagai harmful, yang berarti menunjukkan
hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap
mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini
disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.?

Pertanggungjawaban hukum pidana sebagai suatu kewajiban untuk
membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di
rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut
tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula
masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
Pertanggungjawaban hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang
dilakukannya itu.

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau
dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana
tersebut haruslah melawan hukum. Pelaku yang melakukan perbuatan pidana
hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
kesalahan. Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana)
kepada seseorang harus adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung
jawab, adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan tidak adanya alasan
yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Apabila ketiga unsur
tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah

! Somardi, (2007), General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara,
Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai IImu Hukum Deskriptif Empirik BEE, Jakarta; Media
Indonesia, halaman. 81.

2 Asshiddigie, Jimly, (2006), Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 61 - 62.
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atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.®

Ketentuan adanya kemampuan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44
KUHP yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya
kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana
haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang
dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik
oleh masyarakat.*

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah
“perbuatan jahat” atau ‘kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang
diartikan secara kriminologis dan psikologis. Menurut Moeljatno dan Djoko
Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana
adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya
dikenakan sanksi”.>

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk
menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku Il Bab XXIV Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “’verduistering”
dalam bahasa Belanda. Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum,
memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.®

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP
yaitu, penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya
karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat
imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.’

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal
375 KUHP. Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga yang
berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 mengenai
pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat
dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.8

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan
kerja (zijne persoonlijke diensbetrekking) adalah hubungan kerja yang bukan
hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara

3 Siahaan, Lindung Leonardi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Studi Putusan No.
148/Pid.B/2012/Pn.Klb)”. Jurnal UHN. (2017). https://repository.uhn.ac.id/

4 Matalatta, Andi, (1987), Victimilogy Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pusat Sinar
Harapan, halaman. 41- 42.

5 Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, (1987), Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi
dalam Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara, halaman. 137.

6 Soerodibroto, Sunarto, (2007) KUHP dan KUHAP, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
halaman. 231.

7 Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, (2009), Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap
Harta Kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, halaman.133.

8 Tongat, (2006), Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, halaman. 57.
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seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan
majikannya. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan
kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya
pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan
penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang
demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi
dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.®

3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Money Laundering secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan
uang hasil dari kejahatan. Secara umum, pencucian uang adalah suatu proses atau
perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian
diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.°

Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), setidaknya dimungkinkan
terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu sendiri. Tindak pidana asal (predicate
crime) merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (dirty
money) yang kemudian dicuci.'

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU)
telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya Undang-
Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang itu diubah
lewat Undang-Undang No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada
tahun 2010, muncul Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbaikan pada Undang-Undang
tersebut yaitu mengatur lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Undang-Undang tersebut mengatur 26 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain
yang ancaman hukuman pidananya empat tahun atau lebih.?

Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana
adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan;
narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di
bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang peransuransian; kepabeanan;
cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan;
pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di
bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang
kelautan dan perikanan; tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

9 Chazawi, Adami, (2014), Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Jakarta: Rajawali Pers,
halaman. 86.

10 Sutedi, Adrian, (2013), Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian
Uang, Bandung: Alfabeta, halaman. 9-10.

11 Arief, B.N., (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,
halaman. 144,

12" Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, (2015), Mengurai
Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal
Justice Reform, halaman. 6.
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(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak
pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*®

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas
tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus
penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi
sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang
berkaitan dengan TPPU. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki
instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang
diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu,
Undang-Undang tersebut tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak
pidana asal dan mekanisme pembalikan beban pembuktian.'*

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Penuntut umum menuntut terdakwa Kang Hoke Wijaya dengan perbuatan
melawan hukum melalui dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu perbuatan
terdakwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP junctis Pasal 64
ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penggelapan dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pada dakwaan
kedua, terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 junctis Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Putusan majelis hakim tingkat pertama melalui Putusan Nomor 475
/PID.B/ 2019/PN.JKT.PST memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana
dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa atas dakwaan kedua. Putusan
tersebut diperkuat dengan putusan majelis hakim tingkat banding melalui Putusan
Nomor 442/P1D/ 2019/PT.DKI. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan
melakukan perbaikan menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa dari 3 (tiga) tahun pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun pidana penjara.

Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan
penggelapan dalam jabatan dengan memindahkan sejumlah uang milik PT.

13 Sutedi, Adrian, (2013), Op. cit, halaman 9-10.
14 Aulia, (2020), http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-

Pencucian-Uang.pdf, diakses tanggal 9 Oktober 2021.
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Hosian Sejati ke rekening pribadi milik terdakwa yang berakibat kerugian sebesar
total Rp. 31.453.190.000,00 serta menggunakannya untuk membeli asset property
berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00 sebagai upaya menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta
kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Meskipun terdakwa
adalah pemegang 60% (enam puluh persen) saham perusahaan dan berhak atas
pembagian keuntungan (deviden) tidak dapat dijadikan dasar legalitas melakukan
tindakan mentransfer, mengalinkan sejumlah uang milik PT. Hosian sejati ke
rekening pribadi dan membelanjakannya dengan membeli asset property atas
nama terdakwa.

Dalam putusannya Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020, Majelis hakim mengadili
dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa Kang
Hoke Wijaya, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut
umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
442/PID/ 2019/PT.DKI, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 475/P1D.B/2019/PN.JKT.PST. Mahkamah Agung mengadili sendiri
dengan menyatakan terdakwa Kang Hoke Wijaya terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Pekerjaan
Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan
dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta
menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan Ditunjau Dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU)

Terdakwa Kang Hoke Wijaya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati telah
terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dakwaan
Pasal 372 junto Pasal 374 KUHP dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
sesuai dakwaan Pasal 3 dan Pasal 4 junctis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP pada dasarnya
hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam
hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal
372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.'®

Menurut R. Soesilo, pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa pasal tersebut
adalah penggelapan dengan pemberatan atas pasal 372 KUHP. Pemberatan yang
dimaksud adalah terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena

15 Soerodibroto, Soenarto, Op. Cit, halaman. 231-240.
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hubungan pekerjaannya, terdakwa menyimpan barang karena jabatannya,
terdakwa mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.®

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penggelapan, yaitu unsur
subyektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif yaitu unsur berupa kesengajaan
pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal
undang-undang melalui kata: “dengan sengaja’, sedangkan unsur obyektif
meliputi unsur barang siapa yaitu barang siapa dimaksudkan menunjuk orang,
apabila orang tersebut memiliki semua unsur tindak pidana penggelapan, maka
disebut pelaku tindak pidana yang bersangkutan, unsur menguasai melawan
secara hukum yaitu melakukan penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah
benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang
membuat benda tersebut berada padanya, unsur suatu benda yang menurut sifat
benda yang dapat dipindah-pindahkan dan unsur sebagian atau seluruhnya milik
orang lain.!’

Terdakwa menurut putusan kasasi juga terbukti melanggar ketentuan Pasal
3 dan Pasal 4 junctis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa secara
sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang dari hasil tindak
pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dibuktikan sebelumnya. Pada kasus
ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan merupakan hasil
tindak pidana yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dalam hal ini adalah
tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Dalam kedudukannya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati, Terdakwa telah
melakukan tindakan melawan hukum vyaitu tindak pidana penggelapan dalam
jabatan dengan melanggar ketentuan atas wewenang dan tanggung jawabnya dan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil kekayaan dari tindak pidana
tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat kepada direksi. Komisaris adalah posisi yang mewakili pemegang saham
dalam sebuah perseroan terbatas. Penunjukan komisaris dilakukan melalui Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
yakni melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan
oleh direksi. Komisaris dapat mengganti pimpinan perusahaan jika dirasa
pemimpin perusahaan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Dalam beberapa kasus, terutama di perusahaan keluarga, komisaris bahkan
seringkali ditempatkan lebih tinggi dibandingkan direksi. Kondisi ini bisa terjadi
karena komisaris adalah sekaligus pemilik perusahaan atau pemegang saham.

16 Madya, Haryani, Legal Smart Channel, https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=891,
diakses tanggal 9 Oktober 2021.
7 Madya, Haryani, lbid.
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Dalam kasus ini selain berkedudukan sebagai komisaris, Terdakwa juga
berkedudukan sebagai direktur keuangan dengan kepemilikan sebesar 60% (enam
puluh persen) saham perusahaan. Hal inilah yang mempermudah Terdakwa dalam
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena secara hukum
Terdakwa dapat mewakili perusahaan untuk mentransfer, mengalihkan sejumlah
uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa.

Hak Terdakwa atas pembagian keuntungan (deviden) karena kepemilikan
sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan tidak dapat dibenarkan atas
tindakan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang milik perusahaan ke rekening
pribadi. Tindakan terdakwa dengan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang
milik perusahaan tersebut adalah tindakan yang menggangu kepemilikan hak atas
harta perusahaan. Konsep hak atau kepemilikan dapat dikategorikan sebagai hak
atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain terkait dengan hak
atas suatu benda. Kepemilikan adalah contoh kasus dari hak atas benda. Dalam
perkembangannya terdapat istilah “jus in rem” dan “jus in personam”. “Jus in
rem” adalah hak atas suatu benda, sedangkan “jus in personam” adalah hak yang
menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. “Jus
in rem” adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan
yang menggangu kepemilikan.®

Hak berbuat sesuatu kadang ditafsirkan sebagai suatu izin (permission)
untuk melakukan perbuatan tertentu. Memiliki hak untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu juga dapat diekspresikan dengan menyatakan bahwa hukum
mempersilahkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat pembedaan
antara norma hukum yang memberi perintah atau melarang dengan norma hukum
yang mengizinkan. Norma hukum mengizinkan suatu hak dengan cara
membebankan kewajiban pada orang lain dengan mengenakan sanksi. Hukum
adalah bersifat imperative dan permissive.®

Bahwa jika Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uangnya ataupun
menuntut pembagian keuntungan (deviden), dengan alasan Terdakwa sebagai
pemilik saham perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) maka jalur yang
dapat ditempuh adalah meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehingga
tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari
Susiana mengambil atau memindahbukukan dana perusahaan ke rekening pribadi
Terdakwa.?

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban hukum dari Hans Kelsen,
dimana konsep tanggungjawab hukum (liability) adalah suatu konsep terkait
dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dikatakan secara hukum
bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Teknik hukum membedakan antara kasus ketika tindakan individu telah
direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan

18 Asshiddigie, Jimly, (2006), Op. Cit, halaman. 66.

19 Asshiddigie, Jimly, (2006), Ibid, halaman. 68.

20 pytusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020
21 Somardi, (2007). Op. Cit. halaman. 81.
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kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat harmful tanpa
direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis
mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya
jika harmful effect dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan
demikian oleh individu pelaku dan maksud tersebut merupakan perbuatan
terlarang. Individu secara hukum bertanggungjawaban tidak hanya jika obyektif
harmful effect dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut
telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah atau jika akibat tersebut terjadi
tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan
normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu
untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa
perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan
kemampuan terhadap perbuatan.??

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa
pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang
dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah
pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum dengan
menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai komisaris dan
melakukan tindak pidana yang berakibat adanya kerugian atas hak orang lain (PT.
Hosian Sejati). Terdakwa melakukan tindakan yang telah direncanakan dengan
menstransfer, mengalihkan sejumlah uang milik PT. Hosian Sejati yang
membawa efek tertentu (harmful effect) dari perbuatan tersebut yaitu kerugian
atas perusahaan dan merupakan perbuatan terlarang.

Pidana atas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tidak terbukti pada
putusan majelis hakim tingkat sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan
Nomor 475 /PID.B/ 2019/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 442/PID/
2019/PT.DKI. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Fakta
tersebut dapat dilihat oleh majelis hakim tingkat kasasi sehingga menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa atas pidana pencucian uang (TPPU) yang diputuskan
bebas pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Dalam hal tersebut, Penulis
setuju dengan putusan Mahkamah Agung dan mempertanyakan putusan
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding atas pidana tersebut.
Terdakwa telah terbukti melakukan upaya menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam
jabatannya sebagai komisaris PT. Hosian Sejati dengan melakukan pembelian
asset property berupa rumah senilai Rp. 5.063.000.000,00.

Tuntutan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam kasus pidana
pencucian uang (TPPU) hanya memberikan dakwaan terkait pelanggaran
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 junctis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

22 priyatno, Admaja, (2004), Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban
Pidana Koorporasi Di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, halaman 15.
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2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penulis berpendapat bahwa tuntutan Penuntut umum dapat diperluas dengan
dakwaan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana tindak
pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali
Korporasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa
korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan
pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Salah
satu alasan dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa Hakim menilai kesalahan
korporasi telah membiarkan terjadinya tindak pidana.

Korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana,
sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, dan memperoleh keuntungan dari
suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan untuk
menghentikan keadaan tindak kejahatan. Pertanggungjawaban pidana korporasi
bertujuan untuk mengubah perilaku korporasi dan mencegah korporasi lainnya
agar tidak digunakan sebagai sarana melakukan Kkejahatan dan/atau
menyimpan/menyembunyikan hasil kejahatan. Keberadaan “kesalahan” korporasi
di dibutuhkan sebagai syarat pemidanaan terhadap korporasi.

Terdakwa sebagai komisaris dapat disebut juga Personil Pengendali
Korporasi. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil
kekayaan dari tindak penggelapan tidak dapat dilakukan secara pribadi atau
independent oleh Terdakwa dan dengan kata lain diperlukan bantuan dari
individu-individu lain, yaitu orang yang berwenang atas proses pengalihan uang
milik perusahaan. Individu-individu lain yang membantu terdakwa dalam
melakukan tindak pidana juga perlu mendapatkan sanksi sebagai bagian dari
pertanggungjawaban secara kolektif. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap
individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu
yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, disebut sebagai
pertanggungjawaban kolektif. Baik pertanggungjawaban individual maupun
kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu
dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Komunitas dalam hal ini bisa
berbentuk korporasi atau negara.?

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam
Jabatan ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada
Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Penulis berpendapat bahwa
putusan tersebut telah tepat. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian
uang (TPPU) atas hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai

3 Asshiddigie, Jimly, (2006), Op. Cit, halaman. 63.
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komisaris PT. Hosian Sejati. Wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai
komisaris dan pemegang sebesar 60% (enam puluh persen) saham perusahaan
tidak dapat dijadikan dasar legalitas bagi terdakwa dalam mengalihkan,
mentransfer sejumlah uang milik perusahaan ke rekening pribadinya dan
melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan dan
menyamarkan hasil atas tindak pidana penggelapan tersebut.

2. Saran

Dari kajian terkait kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan
pidana pencucian uang, Penulis berpendapat bahwa Penuntut umum kurang teliti
dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Bahwa untuk kasus serupa
dimana subjek pelaku merupakan personil pengendali korporasi (komisaris) maka
subjek pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang tidak hanya
dibebankan kepada terdakwa sebagai individu tetapi dapat juga bersifat
pertanggungjawaban secara kolektif dari korporasi sebagai komunitas karena
kesalahan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
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